BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG DISSENTING OPINION DAN
PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Dissenting Opinion Dan Manfaatnya
1. Pengertian Dissenting Opinion

Dissenting opinioradalah perbedaan pendapat tentang amar putusan
hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya tadauk meruntut fakta
hukum (ex factum) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim
Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditamggu sementara, diuji
materil atau dibatalkan apabila putusan belum meygiukekuatan hukum
tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbedss€nting opiniondari salah
satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatakum tetap, maka
menjadikan putusan itu harus ditangguhkan semendarp materilnya atau
dibatalkan:

Dalam dissenting opinionterdapat tiga ketentuan menurut Kkitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahBl11%ertamapada
azasnya setiap putusan itu adalah diambil dengayamwarah. Dalam hukum
acara peradian Islam, musyawarah merupakan bagiapada pengetahuan
hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-s#esiua,putusan diambil

dengan suara terbanyak, dalam penjelasan ini apbhbKim lebih dari satu

1 H.F. Abraham Amosl.egal opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirispdakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 17.

17



18

orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajdmbil adalah suara
terbanyak ¢ooting. Ketiga jika ketentuan pengambilan keputusan
berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tida&t a@dpenuhi maka
diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi tevda maka diambillah
putusan yang paling ringan dan tidak memberatkgntbedakwa/tergugat.

Kedudukandissenting opinionadalah sebagai yurisprudensi untuk
kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbeaaaapat, namun itu
tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanyagseb&ferensi, karena
mengikuti sistem hukuncivil law yang hanya mengakui hukum yang
dikodifikasikan?

Dissenting opinionbukan suatu hal yang baru, khususnya dalam
komunitas masyarakat hukum yang secara tatananuail telah mempelajari
teori—teori maupun aplikasinya dalam bidang huku8eiring dengan
perkembangan zaman dimana muncul banyak sekalisH#@®us yang
menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutnska maka di
Indonesia diterapkan juga penggunadissenting opinion Selain itu,
penerapandissenting opinionjuga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran
sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putudaaritiisa disebut adil
apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya umtekgungkapkan
pandangannya secara bebas, terbuka, dan jujur m¢sganya menggunakan

pertimbangan hukum sampai dihasilkan satu putuaag persifat kolektif. Di

2 |KAHI, Varia Peradilantahun ke XXI No. 253 Desember 2006
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Indonesia istilaldissenting opiniormulai mencuat dikarenakan kasus-kasus

korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA).

2. Manfaat dan Nilai-Nilai Positif Dissenting Opinion
Sebelum memasukkalissenting opiniordalam Peraturan Perundang-

Undangan kita terlebih dahulu harus mengetahuiadakai-nilai positif atau
manfaat yang dapat kita peroleh dari penggurmssenting opiniortiersebut.
Apakah dissenting opiniondapat bermanfaat bagi perkembangan hukum
negara kita. Pada Kenyataanya keinginan memasdissenting opinion
dalam KUHAP kita dilatarbelakangi oleh karesiasenting opiniordirasakan
mempunyai manfaat dan nilai-nilai positif yang dapmigunakan oleh
masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai gdsiang bisa diambil dari
pelaksanaadissenting opinionyaitu :

a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalpaya hukum
banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pahtakim dalam
majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putisarding atau
kasasi tersebut.

b. Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karkirhakarena dari
sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam stamuenentuan

pangkat dan jabatan sehingga untuk mengukur press&em tidak

*http://www.gudang-hukum.co.cc/2009/tizsenting-opiniordalam-tinjauan-hukum. html,
diakses pada tanggal 19-11-2012
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hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja sem@kan tetapi juga

mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkualitas putusan

hakim.

c. Dengandissenting opiniondapat diketahui apakah putusan hakim
tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembalam
masyarakat.

d. Dissenting opinionuga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu
peraturan perundang-undangan cukup responsif.

Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat djudkan jika kebijakan
untuk memberlakukardissenting opiniontersebut didukung juga dengan
adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapa&iaman putusan
pengadilan, karena jika tidak makdissenting opinion tidak dapat
dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakt dialsat mengetahui dan

menilai pendapat hakim yang berbeda dengan pufusan.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak
1. Pengertian Pengangkatan Anak
Untuk memberikan pengertian pengangkatan anakeatapsi kita dapat
kategorikan menjadi dua sudut pandangan, yaitbalillari pengertian secara

etimologi dan terminologi.

4http://www.gudangmateri.com/2010/]jﬁli!senting-opinio#hukum-acara-pidana.html,
diakses pada tanggal 19/11/2012
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a. Pengertian secara etimologi

Adopsi berasal dari kataatlopti€¢, bahasa Belanda, atawadopt
(adoptior) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anakgangkat
anak®

Dalam bahasa Arab disebuatt-tabannt yang menurut Prof. Mahmud
Yunus diartikan dengan mengambil anak an§kat.

b. Pengertian secara terminologi

Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentfitgsd adopsi,
antara lain: Dalam kamus umum bahasa Indonesiandgu arti anak
angkat, yaitu: anak orang lain yang diambil damamliskan dengan anaknya
sendiri/

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan:

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh sepasangi-®ia untuk
dijadikan anak sah menurut hukum. Anak yang diangiak boleh anak
kandung suami atau istri tersebut, yang diperolahtiyluar perkawinan
itu. Adopsi biasanya dilakukan untuk meneruskanurketan, karena
pasangan suami-istri tersebut tidak mempunyai aAdkpsi juga sering
dilakukan untuk mengurus kepentingan tertentu d&elmarga. Syaratnya,

anak yang diangkat harus dalam status anak, aréidgaselisih usia yang

®John M. Echols dan Hassan, Shadigmus Inggris-Indonesjalakarta: Gramedia Pustaka
Utara, 1992, him. 13

® Mahmud, YunusKamus Arab-Indonesialakarta: PT Hidakarya Agung, 1972, him. 37

" Dendy Sugon, dkkKamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahakkarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008, him 11
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wajar antara anak yang diangkat dan orang tua andidopsi harus
dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang betlaku

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilmankdadma, dalam
bukunya “Hukum Perkawinan Adat”: Anak angkat adadalak orang lain
yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkagaie resmi menurut
hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk gelargan keturunan
dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumgdpatan

Sedang Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya “Petayadan Azas-
Azas Hukum Adat’, memberikan batasan sebagai berik&dopsi
(mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengananiék orang lain ke
dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingdaranorang yang
memungut anak dan anak yang dipungut itu timbultusuaukum
kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antang twa dengan anak
kandungnya sendiri*®

Kemudian Mahmud Syaltut, seperti yang dikutipasacingkas oleh
Fatchur Rahman dalam bukunya “llmu Waris” beliaumedakan dua
macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama; penyatuan seorang terhadap anak yaetalliknya bahwa

ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganydipkerlakukan sebagai

8 E. Nugroho, dkk‘adopsi dalam Ensiklopedi Nasional Indonesidid 1, Jakarta: PT Cipta
Adi Pustaka, 1990, him. 102

° Hilman HadikusumaHukum Perkawinan AdaBandung: Alumni, 1982, him. 149

YsurojowignjodipuroPengantar Dan Asas-Asas Hukum Adktkarta: PT Gunung Agung,
1983, him.117-118
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anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pdadidian pelayanan
dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan aelza@k nasabnya
sendiri.

Kedua; yakni yang dipahamkan dari perkaraabdnni’ (mengangkat
anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kabhrayang berlaku pada
manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai
orang lain ke dalam keluarganya yang tidak adaaj@nt nasab kepada
dirinya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyadhakcetentuan hukum
sebagai anak’

Dengan demikian pengertian anak angkat menurdiniMia Syaltut,
pengertian yang pertamalah yang lebih tepat untltuikIndonesia yang
mayoritas pemeluk Islam, sebab disini tekanan pegiggan anak adalah
perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, penbenafkah,
pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhaholan diperlakukan
sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena ittbukan sebagai anak
pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada keiatadari syariat islam
kalau kita mengambil patokan hukum Islam yang meratl&n arti yang
demikian itu.

Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Syelsgbut persis
dengan pengertian adopsi menurut hukum barat, yimana arahnya

lebih menekankan kepada memasukkan anak yang liikeya sebagai

M Fatchur Rahmanlmu Waris cet 2, Bandung: Al Maarif, 1981, him. 228-229
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anak orang lain ke dalam keluarganya dengan metigapatatus dan
fungsi yang sama persis dengan anak kandungny&issend mendapatkan
warisan dari orang tua angkat dan larangan kawngale keluarganya, hal
ini jelas bertentangan dengan hukum Isfam.

Pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatougban
mengambil anak orang lain ke dalam keluarganyaiseadhingga dengan
demikian antara orang yang memungut anak dan aaak yipungut
timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama sy ada antara
orang tua dengan anak kandungnya sefitliri.

Pengangkatan anak (adopsi) menuBtaatsblad1917 no. 129 yo.
1924 no. 557 pengangkatan anak (adopsi) itu tide&ndl dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tetapi hanya dikenEnd&taatsblad
1917 no. 129 yo. 1924 no. 557. Menurut peraturesebait pengangkatan
anak atau adopsi adalah pengangkatan seorangalidaki sebagai anak
oleh seorang laki-laki yantelah beristri atau telah pernah beristri, yang
tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, di shmanya anak laki-laki

yang dapat diangkat tetapi menurut perkembangaspyudensi sekarang

> Muderis Zaini,Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukulakarta: Sinar Grafika,
1995, him. 6

3Elise T. Sulistini,Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara RésdJakarta: Bina
Aksara, 1987, him. 103.
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ini, anak perempuan pun boleh diangkat sebagai atetk seorang ibu
yang tidak mempunyai anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, aratgkat adalah
anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnyaarsghri,
pengasuhan, pemeliharaan, biaya pendidikan dangaelya beralih
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada otaagangkatnya
berdasarkan putusan pengaditan.

Safiudin  Shidik mengemukakan dalam bukunya “Hukusiam
Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer”, anak araglalah anak yang
dijadikan sebagai anak asuh yang diketahui nasdiakerang tuanya, ada
serah terima resmi dari kedua orang tua asli kepaalag tua angkatnya.
Dengan demikian tidak ada alasan bagi orang tula astuk menasabkan
anak angkatnya kepada dirinya, ia mengangkat araienk untuk
menolong dan memberikan bekal pendidikan bukankumenghilangkan
nasabnyd®

Pada dasarnya kedudukan anak angkat tergantungkpéetabagaan
pengangkatan anak. Di Indonesia kedudukan anakaartgkberbeda-beda
seperti di Bali, Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantanak angkat itu

dilepaskan dari ikatan keluarga orang tuanya seddim masuk menjadi

“Ibid, him. 140.

1> Team MediaKompilasi Hukum Islam Buku, Jakarta: Media Centre, 2004, him. 174.

®safiudin  Shidik, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporéakarta:
Intimedia, 2004, him. 113.
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anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya,kaledma itu ia tidak
dapat memperoleh bagian warisan dari orang tuaewpdirs, melainkan

dari orang tua angkatnya. Sedang di Jawa (Jawaahed@awa Timur dan
Jawa Barat), pengangkatan anak hanyalah merupakarugian

memasukkan anak itu dalam kehidupan rumah tangg@agoryang

mengangkat anak, sehingga pengangkatan anak g tienyebabkan
hapusnya hubungan hukum antara anak dengan orakgndungnya, oleh
karena itu anak angkat di Jawa tetap berhak agiarbaarta peninggalan
orang tuanya sendiri. Sedang dari orang tua angkagtada umumnya juga
mendapatkan bagian harta warisan, terutama kalalhibéh atau wasiat,
oleh sebab itu anak angkat di Jawa ini menurutddjgpeno dikatakan
seperti “menerima air dari dua sumber air”.

Jadi, dapat diambil suatu asas umum, bahwa lmagangkatan anak
itu benar-benar menyebabkan hapusnya status sebagag lain dan
timbulnya status sebagai anak kandung, maka mehukum adat anak
angkat tersebut berhak atas harta warisan orarangkatnya.’

Pada hakikatnya seorang anak baru dapat dianggbpgai anak
angkat apabila orang yang mengangkat itu memandatam lahir dan
batin anak yang diangkat sebagai anak keturunasemdiri. Maka yang

penting ialah maksud yang sebenarnya dari yang iitearee anak angkat

H.AM. Effendy, Pokok-Pokok Hukum AdatSemarang: Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo, 1985, him. 219-220.
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pada waktu ia mulai mengambil anak dijadikannyaagab anak angkat
atau kemudian, yang berarti apabila pada waktu amabd anak angkat
dengan maksud hanya untuk memelihara saja, makambbkeérarti ada
pengangkatan anak. Dapat dikatakan, bahwa di Jaw&dlawesi Selatan

ini biasanya yang diangkat selaku anak itu adalgtokakannya sendiri,

dan kebanyakan apabila yang mengangkat itu tidaknpuoayai anak

keturunan sendiri

Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa simdaukum
pengangkatan angkat sebagai berikut:
Dalam surat Al-Ahzab ayat 4:

TTOHXE 1e=RKYEe0w +,0 3  wADAY 08
wADPAY o 4460 g DQON=IURAY ORx o v $EcEL)
O, * O Ao I REZNERE ©C OO0
AHEQ ORIV OEALD OV & &L 4HQORORY D> =D &
ENAT OS5 @OQR2OOL] o xEADIAY o 62600 g
EAEM@ AL JEAEQWDQ G AEAD AL O&AOML]
RIO>060 +FLa €0 B J27EQLO00r0IN
2O NIOO e d OO0 U220 =M @a

&@5 S

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorangadouah hati

dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istrristu yang kamu
zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikanak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). YangikseEmitu
hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah nag¢aigan yang
sebenarnya dan dia menunjukkan jalg®@.S. Al-Ahzab: 4)

him. 97

18 Wirjono ProdjodikoroHukum Perkawinan Di Indonesidakarta: Sumur Bandung, 1981,
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Kaitan ayat diatas mengenai pengangkatan anak paitwa Allah
SWT tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sekags kandung kamu,
yang dimaksud itu bukannya melarang pengangkatak #&adopsi) atau
menjadi ayah/ibu asuh, yang dilarangnya adalah adégn anak-anak angkat
itu memiliki hak serta status hukum seperti anakdkiamg.

Surat Al-Ahzab, Ayat 5:

o012 PERVE * # o $<HOH J2>A0RKL @o S
JLAw R e *ForSe HWOCGYR A0®ONAO
PEIL QAN Ao # TS @A B XA CORHD ¢ o
HxeQM o P oS ORx P2 €N OO BRI o

JLSZVONEHEN “O e F JFLAE0N w0260
DOV FDeoiedrHEO Ao BDNOON: PR OCGRY
AL7AE€<=UD2HD L $ERO0CAD &« o 08 TREC w0

ENF o OO0QY,0"0 S-%0U> AKXIN + Lo F 8 L0600

Artinya: Panggillah mereka dengan memakai nama bapak meiakah
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu t#denengetahui
bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagadara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidakdada atas
mu terhadap apa yang khilaf kamu padanya, tetapigyada
dosanya.

Ayat tersebut dengan tegas membantah dan menggdhss tradisi
masyarakat jahiliyah yang mengenal luas adopsi alzak yang diadopsi
diperlakukan sama dengan anak kandung dan masai ¢k@lompok kerabat.
Maka ayat ini memberi tuntunan dengan menyatakamvéa panggillah
mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggghkdemamanya dengan

nama bapak-bapak kandung mer&ka.

¥ yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir A&Qu\l-Qur'an dan Terjemahnya
Departemen Agama, 2008, him. 418
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Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa penganglkatak yang
motivasi dan tujuannya disamakan sebagai anak kantdak dibenarkan.
Sebaliknya apabila pengangkatan anak dengan maksrdbantu bukan
untuk mewarisi maka tindakan tersebut sangat dikajuoleh ajaran Islar?.
Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

BEEDGOL vORNAASYW RIOD0ie OROSO
0.O0OREHOR #é¢ (0N :OlLe0 YNOVORHIR +. S0 3

S pe 2w |t NERN0) 7 LI $ENOSA0W
PR PHKONL €0 A oS P B0ea 360
0000 OIERE + P oS Y PIOENOXYE ::Y Yo:

O =RNOOL 4o €0 “OaOCGwe s GRIONGOL GO
TOrORw U RT+L o OORH« B €Oweoa008 QO
BV ECOS 3 O0R X 50 Ce0 srO&R ®QHE
¢V CNEL€ECOM @ QE=ORK $5OAEM0Q o+ J@ QW
g JUL Jm ANTSTm 88| M@ Rx %X X 12]aS[e)
BP0 e L) ERNY XN®) ERE * o 90O KOO
ROMEOAW &MHAKEGE OO F K 50+Ce0 O0llL&r &Y

G D CeOURD AP * S S

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada oranggyAllah Telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) tetedmberi
nikmat kepadanya: "Pertahankanlah terus isterima 8artakwalah
kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dakaimu apa
yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut lkepaanusia,
sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuthk® tatkala
Zaid telah mengakhiri keperluan  terhadap Istrinya
(menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan diayaupidak
ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawstBri-isteri
anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat teélah
menyelesaikan keperluannya dari isterinya. dan aldatetetapan
Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzab: 37.

Dalam ayat tersebut Allah mengawinkan Nabi MuhamnSa#dV,

dengan seorang perempuan bekas istri Zaid yangalikebagai anak angkat

20 Ahmad Rofigq,Hukum Islam Di Indonesjalakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, him. 367.
Zlyayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir ak@op.cit.,him. 423
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Nabi. Ayat ini mengisyaratkan tidak adanya hubun§akerabatan antara
seseorang dengan anak angkatnya dan berakibat éidakya hubungan
karena perkawinan dengan yang dikawini anak angkatbherbeda dengan
mereka yang dikawini oleh anak kandung.

Tiga ayat yang disebutkan di atas tegas sekali fakramak angkat
dalam pengertian adopsi yaitu masuknya anak argkatalam lingkungan
kerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikiark t@@da hubungan
kewarisan antara orang tua angkat dengan anak taygka

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesray yaenjadi
dasar hukum pengangkatan anak adalah:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Tentang Penigdn

Anak).

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

(Tentang Perlindungan Anak) dinyatakan:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan ukeplentingan
yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkahkabiasaan
setempat dan ketentuan peraturan perundang-undayeam
berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dgfaingl), tidak
memutuskan hubungan darah antara anak yang diadgka
orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengamaagang
dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hdapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, makama anak

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk sdtempa

Penjelasan Pasal 39 ayat (5) berbunyi:
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Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum beralai
bertanggung jawab dan menyesuaikan agamanya ddakué&h
mayoritas penduduk setempat (setingkat desa latéurahan)
secara musyawarah, dan telah diadakan penejgiag sungguh-
sungguh.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepadk amgkatnya
mengenai asal usulnya dan orang tua kandung.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandangelgagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempéddrati
kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuatiartikan
apabila secara psikologis dan psikososial dipet&imaanak telah
siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabikk sudah

mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan eiagapvasan
terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sefeumi
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PeraturareRetah®

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Tentang KesegdrteAnak).

Pasal 4

Bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak
memperoleh usaha oleh negara atau orang atau bBdiksanaan

2 yuU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan peratusamerintah. Dalam
hal ini telah dikeluarkan peraturannya, yaitu Re&at Pemerintah No.
2 Tahun 1988 tanggal 28 Pebruari 1988 tentang Ukakejahteraan

Anak bagi anak yang mempunyai masalah.
Pasal 5

(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh banagar dalam
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkemleggan
wajar.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lelnjuialengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 6

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pekayadan
asuharyang bertujuan menolongnya guna mengatasi hamiyatam
terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dg&n{l),
juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakansalsh
melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputwadam.h

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khususkuntu
mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan hsefmias
kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8
Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan

kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpeeaakan jenis
kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukagiado

Pasal 12

(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaanatibéen dengan
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

(2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalah (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraak wang
dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanafardasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

3 Undang-Undang Republik Indonesia No 4/1979 Tentaeggjahteraan Anak.
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3. Syarat Orang Tua Angkat
Dalam mengangkat anak ada beberapa syarat, sefzerg tua angkat
harus memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diatamdaasal 13 PP No.
54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anai;, yait
a. Orang tua angkat paling rendah berumur 30 (tigalpuiahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
b. Orang yang mengangkat itu sehat jasmani dan rohani.
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karen#ako&an
tindak kejahatan.
e. Orang tua angkat itu berstatus sudah menikah pdlkig5 (lima)
tahun.
f. Orang tua angkat belum mempunyai anak atau haremiliki
satu orang anak.
g. Orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dé&al.so
h. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis ortarlagkandung

atau wali anak.
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i. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan adakah
demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraaan d
perlindungan anak.

J. Apabila yang mengangkat anak seorang wanita ydaly teenjadi
janda itu maka dengan ketentuan tidak ada larangatuk
melakukan pengangkatan anak oleh almarhum suandaism
wasiat yang ditinggalkannya dan ia tidak telah kelagi.

k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

I. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkahén{) bulan,
sejak izin pengasuhan diberikan.

m. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansiaf’

n. Pengangkatan anak antar WNI yang langsung dilak#@ara
orang tua kandung dan orang tua angkat dibolehkRamikian
pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh oramgy yamlak
terikat dalam perkawinan sah tidak dilarang juga.

0. Pengangkatan anak WNA harus melalui suatu yayassal yang
memiliki izin dari Kementrian Sosial bahwa yayasarsebut telah
diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatarak,
sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung diaku

antara orang tua kandung WNA dengan calon orangamgkat

#nttp://www.lbhmawarsaron.or.id/bantuankum/Berita/pengangkatan-anatml, diakses
pada tanggal 18/10/2012
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WNI tidak diperbolehkan, demikian pula pengangkataak WNA
oleh orang tua angkat WNI yang tidak terikat dala@nkawinan
yang sah dilarang juga.

p. Calon orang tua angkat WNA harus telah berdomisi loiekerja
tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun dedig&rtai izin
tertulis dari Menteri Sosial bahwa ia diizinkan wktmengajukan
permohonan pengangkatan anak WNI, pengangkatanVahhkni
harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yaegitiki izin
untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan,asetkngga
dengan demikian pengangkatan anak WNI yang langsung
dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calam@rtua
angkat WNA tidak diperbolehkan, demikian pula pergkatan
anak WNI oleh calon orang tua WNA yang tidak terikalam

perkawinan yang sah tidak diperbolehkan.

4. Kriteria Calon Anak Angkat
Dalam mengangkat anak itu juga harus melihat kait@nak yang bisa
menjadi anak angkat seperti berikut:
a. Apabila anak yang akan diangkat dalam asuhan symjasan
Sosial harus dilampiri izin tertulis dari Menterossal bahwa
yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergdrakidang

kegiatan pengangkatan anak, sedangkan anak yangdakagkat
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harus pula mempunyai izin tertulis dari menterii&8ldsahkan anak
tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak-an
b. Bagi calon anak WNI atau WNA yang diangkat usiammgaus
belum mencapai umur 5 tahun dan disertai penjeltsaunlis dari
menteri Sosial bahwa anak tersebut diizinkan untigdngkat
sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat Ve
WNI.?®
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesien®o54 tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Dalam pasal 12 menyatakan:
(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembagageéran
anak.
d. Memerlukan perlindungan khusus.
(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada aydtu(lj a
meliputi:
a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan pasri

utama.

% Sudikno Mertokusumdiukum Acara Perdaténdonesia Yogyakarta: Liberty, 1988, him.
39-40.
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b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan beluosibet 2
(dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.

c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengammbel
berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anaierukan

perlindungan khusu.

?® peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentalak$smnaan Pengangkatan Anak



